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Baru-baru ini, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mengusulkan perpanjangan batas usia
pensiun (BUP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). KORPRI mengusulkan BUP untuk Jabatan Pimpinan
Tinggi (JPT) Utama menjadi 65 tahun, JPT Madya 63 tahun, dan JPT Pratama 62 tahun. Selain itu,

untul jgabatan funasional utama menjadi 70 tahun.



Wacana ini memicu pro dan kontra yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat. Di satu sisi, ada
argumen yang mendukung perpanjangan dengan alasan optimalisasi pengalaman, efisiensi

anggaran, dan tuntutan demografi yang tak terhindarkan.

Di sisi lain, kekhawatiran tentang stagnasi karier generasi muda, potensi beban fiskal yang makin

berat, dan kemungkinan penurunan produktivitas juga menjadi sorotan tajam.

Artikel ini akan mengupas berbagai aspek terkait perpanjangan usia pensiun PN5, menilik praktik
di negara lain sebagai cermin, serta menawarkan solusi komprehensif yang bisa menjadi jalan

tengah bagi Indonesia.

Mengurai Argumen di Balik Usulan Perpanjangan Usia Pensiun PNS

Para pendukung gagasan perpanjangan usia pensiun sering kali mengemukakan sejumlah poin
krusial yang patut direnungkan. Pertama, mereka menyoroti betapa berharganya pengalaman dan
keahlian yang telah terakumulasi pada PNS senior.

Bayangkan saja, puluhan tahun mengabdi, mereka memiliki pengetahuan institusional yang
mendalam, jaringan yang luas, dan pemahaman yang tak tergantikan tentang seluk-beluk

birokrasi.

Membiarkan mereka pensiun dini terasa seperti membuang potensi besar
yang masih bisa terus berkontribusi pada pembangunan negara, apalagi keahlian spesifik yang
mereka miliki kerap kali tidak mudah digantikan oleh pegawai baru.

Tak hanya itu, perpanjangan usia pensiun juga dianggap sebagai langkah strategis untuk
menciptakan efisiensi anggaran pensiun jangka panjang. Dengan populasi PNS yang semakin

banyak, beban anggaran negara untuk membayar pensiun akan terus membengkal.



Dengan menunda pembayaran pensiun melalui perpanjangan masa kerja, pemerintah sejatinya
sedang memberikan ruang bagi dirinya untuk mengelola anggaran pensiun secara lebih
berkelanjutan. Meski ada pembayaran gaji yang lebih lama, potensi beban pensiun jangka panjang
yang lebih besar dapat tertunda, memberikan nafas bagi keuangan negara.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah peningkatan harapan hidup dan kondisi kesehatan
masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa rata-rata harapan hidup terus naik, diiringi

kondisi kesehatan umum yang juga membaik.

Banyak PNS di usia 58-60 tahun masih berada dalam kondisi prima dan menunjukkan
produktivitas tinggi. Memaksa mereka untuk pensiun di usia tersebut terasa kurang optimal jika

mereka masih mampu dan bersemangat untuk berkarya.

Penting juga untuk melihat bagaimana dunia lain menghadapi isu ini. Kesesuaian dengan praktik
global menjadi argumen kuat lainnya. Banyak negara maju telah menerapkan usia pensiun yang

Jjauh lebih tinggi, bahkan ada yang mencapai 65 atau 67 fahun.

Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan tren global yang mengarah pada perpanjangan masa
kerja seiring dengan peningkatan harapan hidup dan tantangan ekonomi yang memaksa adaptasi

sistem.

Terakhir, namun tak kalah penting, adalah peran perpanjangan usia pensiun dalam mengurangi
defisit keterampilan {skill gap), terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus dan
langka.

Mempertahankan tenaga ahli senior dapat membantu menjaga ketersediaan sumber daya manusia
hingga generasi berikutnya benar-benar siap mengambil alih. Proses transfer pengetahuan dari

senior ke junior menjadi lebih efektif, menghindari lubang kosong yang bisa menghambat kinerja.



Mengupas Kekhawatiran Terhadap Perpanjangan Usia Pensiun PN5S

Namun, seperti koin bermata dua, usulan perpanjangan usia pensiun PNS juga menuai kritik dan
kekhawatiran yang tak kalah penting, dan bahkan sangat sering disuarakan. Salah satu yang paling
utama adalah potensi stagnasi karier dan terhambatnya kesempatan bagi generasi muda.

Dengan bertahannya PNS senior, peluang promosi dan pengembangan
karier bagi PN5 muda secara otomatis menjadi terbatas. Kondisi ini bisa menimbulkan demotivasi,
menurunnya semangat inovasi, dan bahkan memicu brain drain ke sektor swasta atau luar negeri,
di mana peluang mungkin terasa lebih menjanjikan.

Selain itu, perlu juga diakui adanya potensi penurunan produktivitas. Meskipun banyak PNS senior
tetap produlktif, tidak dapat dipungkiri bahwa produktivitas individu dapat menurun seiring
bertambahnya usia, baik secara fisik maupun adaptasi terhadap perubahan.

Mempertahankan PNS yang sudah tidak seproduktif sebelumnya bisa menghambat kinerja
organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi ketat terkait kinerja individu menjadi

krusial dalam skema perpanjangan ini.

Dalam jangka pendek, beban anggaran juga bisa menjadi sorotan. Meskipun argumen efisiensi
anggaran pensiun jangka panjang dikemukakan, perpanjangan usia pensiun berarti pemerintah
harus membayar gaji PN5 yang bersangkutan lebih lama.

Jika jumlah PNS yang diperpanjang cukup besar, ini bisa menjadi beban anggaran jangka pendek

yang signifikan, menuntut perencanaan fiskal yang matang.

Dalam konteks yang lebih luas, jika posisi di sektor publik terus diisi oleh PNS senior, ini secara
tidak langsung dapat mengurangi ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan baru atau pencari kerja
lainnya. Bisa berdampak menambah tekanan pada pasar tenaga kerja yang sudah kompetitif.



Terakhir, ada kekhawatiran mengenai resistensi terhadap inovasi dan perubahan. Beberapa kritik
menyatakan bahwa PNS senior cenderung lebih resisten terhadap adopsi teknologi baru, perubahan
proses kerja, atau bahkan pergeseran budaya organisasi yang diperfukan untuk meningkatian

efisiensi birokrasi.

Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat reformasi birokrasi yang vital dan mendesak.

Cermin dari Praktik Perpanjangan Usia Pensiun di Negara Lain

Belajar dari negara lain memberi perspektif berharga. Mayoritas negara maju memang menerapkan

usia pensiun Lebih tinggi dari Indonesia, seiring tren global dan tantangan demografi.

* lepang, misalnya, menetapkan usia pensiun 65 tahun dan mendorong pekerja tetap aktif hingga
F0 tahun, dengan skema kerja fleksibel demi memanfaatkan keahlian mereka.

+ Jerman tengah menaikkan usia pensiun dari 65 menjadi 67 tahun secara bertahap, sambil
menyediakan opsi pensiun dini atau kerja lebih lama dengan insentif.

* Inggris juga menaikkan usia pensiun secara bertahap: 67 tahun pada 2026-2028 dan 68 tahun
pada 20442046, menyesuaikan harapan hidup.

+ Amerika Serikat menetapkan usia pensiun penuh antara 66—-67 tahun, tergantung tahun
kelahiran, dengan opsi pensiun dini atau ditunda untuk manfaat berbeda.

» 5Singapura bahkan lebih progresif. Usia pensiun naik bertahap ke 65 tahun (2026), dan lewat
skema re-employment, pekerja sehat tetap bisa bekerja hingga 70 tahun.

Kesimpulannya, perpanjangan usia pensiun memang menjadi tren. Namun, kebijakan ini nyaris
selalu dibarengi fleksibilitas, insentif, dan dukungan produktivitas pekerja senior—bukan
perpanjangan semata tanpa strateqi.



Merumuskan Solusi Komprehensif untuk Indonesia

Mengingat kompleksitas persoalan ini, menaikkan usia pensiun tak bisa dilakukan sembarangan.

Butuh strategi matang dan pendekatan komprehensif yang menyentuh berbagai aspek penting.

* Pertama, jika usia pensiun diperpanjang, harus dilakukan bertahap—misalnya naik satu tahun
setiap dua atau tiga tahun—agar PN5 dan sistem birokrasi bisa beradaptasi.

Perlu pula opsi pensiun fleksibel: PNS bisa memilih pensiun di usia 60 dengan manfaat standar,
atau lanjut hingga 62-63 tahun dengan insentif. Di sisi lain, skema pensiun dini yang sukarela
juga perlu dibuka, bagi mereka yang ingin beralih profesi, dengan kompensasi yang wajar.

+ Kedua, reformasi manajemen SDM menjadi kunci. Evaluasi kinerja harus berbasis kompetensi
dan hasil kerja, bukan hanya masa pengabdian. PNS tak produktif perlu dibina atau dialihkan
melalui skema pensiun dini (early retirement) yang manusiawi.

Sementara PNS senior yang tetap bekerja harus aktif dalam transfer pengetahuan, lewat
mentoring atau pelatihan internal. Promosi pun harus berbasis kinerja, bukan senioritas, agar
PN5 muda tetap termotivasi. Pemerintah juga wajib menyediakan pelatihan berkelanjutan agar
PNS senior tetap relevan dengan perkembangan zaman.

» Ketiga, anggaran pensiun perlu dioptimalkan. Sistem dana pensiun harus diaudit dan direformasi
demi keberlanjutan. Transparansi pengelolaan sangat penting agar kepercayaan publik terjaga.
Selain itu, kesejahteraan PN5S pascapensiun juga harus diperhatikan, termasuk pelatihan
kewirausahaan dan akses layanan kesehatan.

» Keempat, manfaatkan teknologi dan otomatisasi semaksimal mungkin. Pekerjaan rutin yang bisa
digantikan teknologi harus dikurangi, agar PNS fokus pada tugas strategis yang butuh analisis
dan interaksi manusia. Digitalisasi layanan publik juga akan meningkatkan efisiensi dan
menekan kebutuhan akan rekrutmen baru.

+ Kelima, perpanjangan usia pensiun harus diiringi dengan peran yang jelas. langan sampai masa
kerja bertambah tapi kontribusinya minim. Jika ini terjadi, negara justru menanggung beban gaji
dan fasilitas tanpa imbal balik produktivitas yang memadai.



Peran Optimal Bagi PNS Senior yang Masa Kerjanya Diperpanjang

Agar perpanjangan usia pensiun berdampak positif, PN5 senior perlu dialihkan ke peran strategis
yang sesuai keahlian—sebagai penasihat, mentor, atau subject matter expert. Ini memungkinkan
transfer pengetahuan sekaligus membuka ruang promosi bagi PNS muda. Jabatan fungsional ahli
utama bisa menjadi pilihan bagi yang masih berprestasi tinggi.

Mereka juga bisa dilibatkan dalam proyek strategis yang butuh pengalaman birokrasi, tanpa harus
duduk di posisi struktural. Selain itu, peran sebagai pelatih atau pengembang modul internal

menjadikan mereka jembatan antara teori dan praktik.

Namun, kontribusi ini perlu dievaluasi berkala. Bila produktivitas menurun, opsi pensiun dini
sukarela dengan insentif layak harus tersedia. Dengan pendekatan ini, PN5 senior tetap berdaya,

regenerasi berjalan, dan kinerja birokrasi makin kuat.

Epilog: Antara Pengalaman dan Regenerasi

Pada akhimya, perpanjangan usia pensiun PNS adalah isu kompleks yang menuntut pertimbangan

dari berbagai sudut pandang.

Di satu sisi, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan pengalaman dan keahlian PNS senior
serta menjaga keberlanjutan anggaran pensiun. Di sisi lain, kekhawatiran terhadap stagnasi karir
PNS muda dan potensi turunnya produktivitas juga tak bisa diabaikan.



Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa tren perpanjangan usia pensiun kerap disertai
kebijakan yang fleksibel dan mendukung produktivitas pekerja senior. Maka, solusi di Indonesia tak
cukup hanya menaikkan usia pensiun secara kaku. Harus ada refermasi manajemen SDM, sistem
evaluasi yang adil, program alih pengetahuan yang nyata, serta pengelolaan dana pensiun yang
transparan dan berkelanjutan.

Tujuannya jelas: menciptakan birokrasi yang adaptif, produktif, dan adil bagi semua generasi.
Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat—menghargai pengalaman, tanpa
menghambat regenerasi. Bisakah? Pasti bisa!



